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RINGKASAN

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tamansari Kecamatan Licin
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018; Umi Zahrotul Ula,
150910201036; 2020; 92 Halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses perencanaan
pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamansari Kecamatan Licin
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018. Perencanaan dapat didefinisikan
sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal
yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditentukan, oleh karena itu sebuah proses perencanaan akan
menentukan hasil yang akan dicapai dimasa datang. Penelitian ini akan
mendeskripsikan mulai awal perencanaan pemanfaatan ADD, Kketerlibatan
masyarakat dalam perencanaanya, dan juga alur perencanaannya, menggambarkan
tujuan dan kondisi saat ini, kemudian mendiskripsikan faktor pendukung dan
penghambat rencana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Tamansari Kecamatan Licin
Kabupaten Bnyuwangi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah
obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data yang
digunakan vyaitu teknik pemeriksaan triangulasi, dan dianalisis dengan model
analisis Miles dan Huberman vyaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan  pemerintah  Desa dalam  melaksanakan  pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan pemanfaatan
ADD di Desa Tamansari bisa dikatakan cukup baik jika ditinjau dari segi
partisipasi masyarakatnya, sebab jumlah partisipasi masyarakat mencapai 70% di

dalam forum musyawarah pembangunan desa tahun 2018. Musrenbang Desa
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adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan
pembangunan desa Yyang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan
pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah
kepada masyarakat.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan
rapat perdusun yang diikuti seluruh komponen masyarakat dan lembaga di Desa
untuk menetapkan skala prioritas usulan yang akan dimuat dalam format
RKPDes. Nantinya format RKPDes ini lah yang kemudian diusulkan dalam forum
Musrembangdes. Di sisi lain dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan
ADD, kepala desa juga membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ADD yang
bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Proses Musrenbang Desa Tamansari dipimpin langsung oleh bapak Rizal
selaku kepala desa. Masyarakat menuturkan bahwa selama forum musrembang
desa berjalan, kepala desa bersifat terbuka terhadap usulan masyarakat. Jika
dalam  musrembangdes seluruh  peserta telah menyepakati usulan
kegiatan/program maka rancangan usulan tersebut akan dievaluasi kembali
sebelum ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2018. Di tahap akhir pemerintah desa
harus menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai RKPDes yang telah

ditetapkan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Alokasi
Dana Desa (yang dalam penulisan selanjutnya akan disingkat ADD) merupakan
salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh desa berdasarkan Pasal 72 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ADD menurut
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pasal 72 ayat (1) huruf d
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ADD paling sedikit
10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana
Perimbangan yang dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus,
selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.
Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011) sebagai

berikut:

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial,
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5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1
Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran ADD yang
Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi menyebutkan, penetapan besaran
atau perhitungan ADD vyang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa
ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD
Khusus menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator
yang ditetapkan. Dalam penghitugan besarnya ADD Minimal, ADD Proporsional,
dan ADD Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 tersebut ditentukan
berdasarkan perhitungan sebagai berikut.

1. Untuk ADD Minimal sebesar 75% dari pagu ADD Kabupaten dibagi
jumlah desa dalam kabupaten.

2. Untuk ADD Proporsional sebesar 20% dari pagu ADD kabupaten dikali
nilai bobot desa.

3. Untuk ADD Khusus sebesar 5% dari pagu ADD kabupaten.

Nilai bobot desa yang dimaksud dalam poin 2 diatur dalam Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1, ditentukan berdasarkan
indikator-indikator sebagai berikut:

1. indikator jumlah aparatur pemerintah desa;

2. indikator jumlah penduduk desa;

3. indikator angka kemiskinan;

4. indikator luas wilayah desa.

Berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) diatas maka jumlah
besaran ADD tiap desa ditentukan oleh jumlah perhitungan ADD Minimal, ADD

Proporsional, dan ADD Khusus, sehingga dalam pemberian jumlah besaran tiap
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desa sudah memiliki pedoman perhitungan. Darmiasih dkk (2015)
mengemukakan bahwa maksud dari pemberian ADD adalah sebagai bantuan dana
perangsang untuk mendorong dalam membiayai progam Pemerintah Desa yang
ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

ADD yang menjadi fokus penelitian ini adalah di Desa Tamansari Kecamatan
Licin Kabupaten Banyuwangi. Desa Tamansari merupakan salah satu desa di
Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan besaran ADD paling besar di antara
desa-desa yang lain pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya.

(http://sinergi.radarmalang.id/tamansari-terima-add-paling-besar-qitik-terkecil-

radar-banyuwangi/ di akses pada 20 Desember 2018 pukul 07.00). Berikut ini

merupakan ADD desa-desa di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Licin Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)

No Nama Desa (Dalam Rp 000)

1 Gumuk 787.072

2 Jelun 772,717

3 Licin 777.089

4 Banjar 804.089

5 Segobang 930.96

6 Pakel 749.165

7 Kluncing 764.878

8 Tamansari 1.055.021
Jumlah 5.585.970

Sumber: Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/56/KEP/429.011/2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut Desa Tamansari mendapat Alokasi Dana Desa
paling besar dari desa-desa lain di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data
terlampir. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD
tersebut diharapkan dalam pengelolaannya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan dapat mengembangkan sosial budaya yang dimiliki Desa
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Tamansari sesuai dengan tujuan pemberian ADD. Pencairan dana Alokasi Dana

Desa (ADD) Desa Tamansari melalui tahap I dan tahap 11 seperti tabel berikut.

Tabel 1.2 Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Tamansari Tahun 2018

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap | 605.117.000
Tahap 1l 449.904.000
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) 1.055.021.000

Sumber: Rencana Penyerapan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamansari Tahun
2018 (data diolah)

Jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tentunya harus
dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85
Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran ADD
yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Banyuwangi pada pasal 13 ayat 1
menyebutkan penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes (Rencana Kerja
Pemerintah Desa) yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang
melibatkan Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan tokoh agama/masyarakat. Hasil
Musrenbangdes ditetapkan dalam peraturan desa tentang RPJMDes (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 pada pasal 17 ayat 1
menyebutkan ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa
paling banyak 50% dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan
tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang:

a. operasional pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintah desa, yang

digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa; dan

b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pada ayat 2 menyebutkan ADD vyang digunakan untuk pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit
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50% dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap kepala desa
dan peranglkat desa yang diarahkan untuk:

a. perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas

umum desa lainnya;

b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dianggap

penting; dan

c. mendukung progam-progam pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten.

Sebesar paling sedikit 50% dari Alokasi Dana Desa harus digunakan
sebagai belanja pemberdayaan sesuai yang telah disebutkan diatas sehingga desa
mampu mensejahterakan masyarakatnya dan juga mengembangkan potensi desa.
Berikut merupakan jumlah penggunaan dana ADD oleh Desa Tamansari menurut

rekapitulasi penggunaan dana ADD Desa Tamansari tahun anggaran 2018.

Tabel 1.3 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamansari Tahun 2018

No Uraian Jumlah
1.  Penyelenggaraan pemerintah Rp 548.511.000,00
Penghasilan tetap Rp 316.200.000,00
Penghasilan tunjangan dan atau penghasilan Rp 46.200.000,00
lainnya
Operasional perkantoran Rp 58.310.000,00
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Rp 44.341.500,00
Pemerintah Desa
Operasional BPD Rp 23.492.000,00
Pendataan Desa Rp 400.000,00
Penyelenggaraan musyawarah desa Rp 9.580.000,00
Pengelolaan informasi desa Rp 24.000.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa ~ Rp 14.000.000,00
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Rp 4.000.000,00
dan Keagamaan
Penyelenggaraan Pembentukan BPD Rp 7.987.500,00
2.  Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 57.100.000,00
Pembangunan plengsengan Rp 12.500.000,00
Pembangunan jalan permukiman Rp 44.600.000,00
3.  Pembinaan Kemasyarakatan Rp 93.900.000,00
Pembinaan ketentraman dan ketertiban Rp 3.500.000,00
Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, Rp 80.400.000,00

LPMD, PKK, Karang Taruna)
Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Rp 10.000.000,00
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4.  Pemberdayaan Masyarakat Rp 355.510.000,00
Pelatihan kepala desa dan perangkat desa Rp 37.500.000,00
Pelatihan usaha Rp 12.100.000,00

ekonomi/pertanian/perikanan/perdagangan
Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi  Rp 65.910.000,00

produktif
Peningkatan kapasitas masyarakat/keluarga Rp 240.000.000,00
miskin

Total Belanja Desa Rp 1.055.021.000,00

Sumber: Rekapitulasi Perencanaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamansari
Tahun anggaran 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut Desa Tamansari telah memberikan sebesar
48,01% untuk pemberdayaan dengan klasifikasi yaitu untuk pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,
sedangkan penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan mencapai 51,99%.
Bapak Rizal selaku Kepala Desa Desa Tamansari menyatakan argumentasi

sebagai berikut.

“Memang orientasi kita sejak tahun 2016 itu pemberdayaan,
memporsikan APBDes itu pada pemberdayaan tidak hanya
infrastruktur, dan juga kami berusaha mengembangkan potensi desa
wisata Kita. Kalo kita hanya infrastruktur tanpa menguatkan
manusianya, kalo kita tidak punya daya saing infrastruktur kami
akan hanya membangunkan orang-orang yang akan berinvestasi
disini. Tetapi ketika Kkita menginvestasikan untuk sumberdaya
manusianya dengan lembaga-lembaga yang ada, kita sudah berusaha
sedikit demi sedikit karna tidak semudah membalikkan telapak
tangan, minimal manusia-manusia yang ada disini minimal bisa
memanfaatkan apa yang ada disini, potensi-potensi yang ada di desa
ini. Namun namanya membangun manusia itu tidak akan terlihat
seperti kita membangun jalan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut Desa Tamasari sedikit demi sedikit telah
memfokuskan pembangunan pada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

tujuan dari pemberian dana ADD. Desa Tamansari telah mendapatkan apresiasi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sebagai hasil dari pembiyayan pemberdayaan yang dialokasikan dari dana ADD
yaitu penghargaan Desa Wisata Award.

Desa Tamansari telah meraih Desa Wisata Award dari Kementrian Desa,
Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), desa di
lereng Gunung ljen tersebut menjadi Desa Wisata terbaik dalam kategori
pemanfaatan jejaring bisnis. “Desa tersebut juga mendidik para penambang
belerang di Gunung ljen dengan berperan ganda menjadi pemandu wisata. Selain
menambang belerang, mereka juga memanfaatkan troley belerangnya untuk
mengangkut wisatawan yang kelelahan. Ini bisa menjadi side income buat
mereka” kata Anas. (daerah.sindonews.com diakses 20 Desember 2018).

Banyak diberitakan di media masa lainnya tentang keberhasilan desa
wisata di Desa Tamansari selain oleh daerah.sindonews.com yaitu seperti di

Detik.com, www.tribunnews.com, rri.co.id, dan masih banyak lagi media yang

mengapresiasi Desa Tamansari dalam mengembangkan potensi wisatanya. Desa
tamansari memiliki letak yang berdekatan dengan kawasan wisata Gunung ljen
yang menjadi icon dari kabupaten Banyuwangi dengan khasnya yaitu Blue Fire.
Lokasi yang berdekatan dengan jalur pendakian Gunung ljen menjadikan desa
tamansari sebagal tempat rest area bagi para pendaki, sehingga memberikan
keuntungan tersendiri bagi Desa Tamansari dalam hal pengembangan pariwisata.
Wisata di Desa Tamansari dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
sehingga sesuai dengan tujuan pemberian ADD. Sesuai dengan penjabaran
sebelumnya bahwa penyertaan modal maupun pengembangan BUMDes untuk
meningkatkan pendapatan asli desa merupakan salah satu penggunaan dari ADD
dalam hal belanja pemberdayaan masyarakat.

Siagian dalam (Sarinah, 2017) menjelaskan bahwa perencanaan dapat
didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang
dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Karena perencanaan dianggap sebagai
sebuah proses maka Sarinah (2017:31) menjelaskan bahwa terdapat 4 kegiatan
perencanaan yang meliputi.

» Langkah 1: Menetapkan tujuan.
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Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang apa yang diinginkan

atau dibutuhkan oleh suatu organisasi atau sub unit.

» Langkah 2: Menganalisa kondisi saat ini.

Analisa perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang

permasalahan dan potensi sumberdaya yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan.

» Langkah 3: Mendefinisikan faktor pendukung dan penghambat rencana.
Mengetahui faktor pendukung dan penghambat sangatlah penting dalam
sebuah perencanaan agar keputusan yang diambil tepat

» Langkah 4: Mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai
tujuan.

Proses perencanaan melibatkan berbagai alternatif arah tindakan untuk
mencapai sasaran yang di inginkan, mengevaluasi alternatif-alternatif yang
ada dan memilih diantara alternatif tersebut yang paling sesuai untuk mencapai
sasaran.  Perencanaan  merupakan pedoman  kegiataan pembangunan,
kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun.
Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang tujuan, strategi, dan rencana yang
digunakan untuk mencapai tujuan serta aktor yang terlibat didalam proses
perencanaan. Pengelolaan dalam penelitian ini yaitu fokus pada fungsi perencaan,
sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan tentang proses perencanaan ADD.
Proses perencanaan ADD dilakukan melalui Musrenbangdes yang melibatkan
pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh agama/masyarakat.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi yang ada dalam pengelolaan.
Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Prajudi
dalam Adisasmita (2011) menyatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian
dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut perencana diperlukan
untuk mendukung penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Istilah pengelolaan
sangat identik dengan istilah manajemen, karena manajemen juga merupakan
suatu proses dalam mencapai tujuan. Terry (2000) mendefinisikan manajemen
adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning, organizing,

actuating, dan controlling yang penggunaannya untuk mencapai tujuan, dan
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dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya terbaik melalui
tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan definisi yang
dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bukan hanya
melaksanakan suatu kegiatan, namun merupakan rangkaian kegiatan yang
meliputi ~ fungsi-fungsi  manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan,
pengorganisaian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberian ADD yang paling besar dengan sistem penggunaan ataupun
pengelolaan oleh Desa Tamansari belum sesuai dengan ketentuan namun sudah
meraih penghargaan sebagai desa wisata award yang dikelola melalui BUMDes,
maka dengan fakta-fakta tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui proses
perencanaan pengelolaan ADDnya. Perencanaan ADD merupakan pedoman
kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa
selama satu tahun, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang
berjudul “Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2014) rumusan masalah diartikan sebagai suatu
pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Usman
dan Akbar (2009) menyebutkan masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang
diharapkan dengan kenyataan. Desa Tamansari merupakan desa yang menerima
Alokasi Dana Desa terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan dalam penggunaannya
belum sesuai dengan seharusnya, namun sudah banyak mendapatkan penghargaan
sebagai desa wisata. Hal tersebut mendorong penulis untuk mendalaminya
melalui penelitian ini yaitu tentang proses perencanaan ADD di Desa Tamansari
mulai dari proses perencanaan, penetapan tujuan,sasaran, strategi, penetapan
pekerjaan, dan rancangan tanggung jawab aktor yang terlibat. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah perencanaan ADD di Desa Tamansari

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi?
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1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Usman dan Akbar (2009) tujuan penelitian ialah pernyataan
mengenai apa yang hendak dicapai, tujuan penelitian dcantumkan dengan maksud
agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui
dengan pasti apa tujuan menelitian itu sesungguhnya. Tujuan penelitian berkaitan
erat dengan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena
tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atas jawaban rumusan
penelitian. Berdasarkan definisi tujuan penelitian diatas maka peneliti
menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai
pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut:
“mendiskripsikan proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Usman dan Akbar (2009) kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi
dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan nilai (value) baik secara akademis maupun praktis mengenai
proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamansari Kecamatan
Licin Kabupaten Banyuwangi. Adapun kontribusi yang ingin dicapai sebagai
berikut.
1.4.1. Bagi Dunia Akademis
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa
informasi, wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai kajian konsep
tentang proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamansari
Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
1.4.2. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau informasi

bagi seluruh stakeholder yang ada pada instansi pemerintah desa Tamansari
Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dalam proses perencanaan Alokasi
Dana Desa (ADD).
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1.4.3. Bagi masyarakat Luas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bacaan untuk
menambah sebuah pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat sehingga
masyarakat mengetahui proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2012) adalah penelitian yang
bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Tinjauan pustaka berguna
untuk menjelaskan posisi penelitian dalam sebuah penelitian, dan membuat
kerangka berfikir dalam penelitian menjadi logis sistematis. Teori menurut Marx
dan Goodson dalam Moleong (2012) adalah aturan menjelaskan proposisi atau
seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan
terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati
di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang
diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan
yang disimpulkan serta manifestasi.

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang akan
digunakan oleh peneliti dalam memahami beberapa fenomena dalam fokus
penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah perencanaan dalam satu sumber
keuangan desa yaitu ADD. Perencanaan ADD mulai dari sasaran, rencana yang
digunakan dalam mencapai tujuan, dan aktor yang terlibat dalam proses
perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari masalah-masalah
yang akan dihadapi. Masalah-masalah tersebut tentunya perlu landasan teoritis
guna menguatkan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dalam

proses perencanaan ADD.

2.1 Konsep Dasar

Sebelum suatu penelitian dilakukan, seorang peneliti harus memiliki
konsep dasar dalam mengkaji fenomena sosial yang akan diteliti, yang kemudian
dapat dirangkum menjadi sebuah kerangka berfikir dalam penyusunan penelitian.
Kerangka berfikir dari penelitian kualitatif dibangun berdasarkan alur berfikir,
teori normative dan empiris. Teori dalam pendekatan kualitatif sangat diperlukan

sebagai atribut dasar yang menunjang penelitian. Teori-teori tersebut kemudian
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dijadikan kerangka teoritis yang menjadi dasar pemikiran seorang peneliti dalam
mencari jawaban dan dalam mengakji permasalahan pada rumusan masalah.
Singarimbun dan Efendi (1989) menyebutkan, konsep merupakan abstraksi
mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah
karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Konsep dalam
sebuah penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan observasi
antara abstraksi dan realitas.

Dalam membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian, peneliti
menggunakan beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Konsep
dasar merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk menentukan langkah-
langkah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan
pandangan konsep diatas, maka konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian
ini sebagai berikut.

1. Desentralisasi
2. Otonomi Desa.
3. Keuangan Desa.
4. Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Perencanaan
7

. Musrembang Desa

2.2 Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti lepas dan
Centrum yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan
demikian, desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal de
berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama
sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat.

Desentralisasi berkait dengan aspek administrasi, salah satu bagian penting
dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang
hierarki. Jenjang hierarki ini ada yang tingkatannya banyak dan ada yang

tingkatannya sedikit. Misal satuan pemerintahan yang terdiri atas Pemerintah
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Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat 1I, dan
Pemerintah Daerah Tingkat I11. Pada setiap jenjang hierarki terdapat pejabat yang
bertanggung jawab atas satuan organisasi yang menjadi wewenangnya. Misal
pada Pemerintah Provinsi terdapat Gubernur, pada Pemerintah Kabupaten terdapat
Bupati, dan pada Pemerintah Kota terdapat Walikota. Gubernur bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi. Bupati bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. Walikota bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pemerintahan Kota.

Bayu Surianingrat (1980: 28-29) menjelaskan bahwa desentralisasi terdiri
atas berikut ini.
1. Desentralisasi jabatan (amtelijke decentralisatie), yaitu pemudaran kekuasaan
atau lebih tepat pelimpahan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya dalam
rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu,
desentralisasi ini disebut juga dekonsentrasi. Jika demikian, desentralisasi
merupakan salah satu jenis desentralisasi. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah
pasti desentralisasi tapi desentralisasi tidak selalu dekonsentrasi.
2. Desentralisasi kenegaraan (statkundige decentralisatie), yaitu penyerahan
kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas
demokrasi dalam pemerintahan negara. Di dalam desentralisasi ini rakyat secara

langsung mempunyai kesempatan

2.3 Otonomi Desa

Surianingrat (1992) menjelaskan otonomi atau autonomy (Inggris) atau
autonomie (Belanja) berasal dari dua suku kata yaitu auto = sendiri dan nomoi =
undang-undang atau aturan, dengan demikian otonomi berati mengatur sendiri.
Kartohadikoesoemo dalam Surianingrat (1992) mengatakan pengertian tentang
kewenangan sesuatu daerah-hukum yang dilukiskan dengan istilah asing
“otonomi” dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah
tangga” sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa

Indonesia. Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda
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waktu mereka masih menguasai Indonesia, adapun hak otonomi atau hak
mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur
dalam hukum adat, adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang
bersangkutan dengan kepentingan keduniawian akan tetapi juga tentang
kepentingan kerohanian. Menurut Surianingrat kesimpulannya adalah ada dua
pengertian otonomi yaitu menurut hukum Barat yaitu otonomi (sempit) yang
hanya mencakup urusan rumah tangga sendiri dan hanya mengenai keduniawian
saja, kedua menurut hukum adat yang luas dan mencakup keduniawian maupun
kerohanian.

Soetardjo dalam Nurcholis (2011) mengatakan bahwa desa adalah lembaga
ashi pribumi yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan
hukum adat. Cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya
bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan
kerohanian, tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan
(kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk
perseorangan. Clive D dalam Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa desa
mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar
menawar masalah pajak dengan penguasa diatasnya.

Ndraha (1991) menjelaskan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
di bawah camat dan berhak menyelenggrakan rumah taangganya sendiri dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa-desa otonom adalah desa-desa
yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-
tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain.

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat
segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut
penyelenggaraan rumah tangganya.

2. Menjalankan pemerintahan desa.

3. Memilih kepala desanya.

4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
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5. Memiliki tanah sendiri.

6. Mengali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.

7. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

8. Menyelenggarakan gotong royong.

9. Menyelenggarakan peradilan desa.

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.
Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah.

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat didesa yang

bersangkutan.

2. Tanah, pusaka dan kekayaan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa
dan desa adat atau adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata mengatur dan mengurus pada undang-
undang tersebut memiliki makna yaitu, mengatur artinya memiliki kewenangan
membuat kebijakan yang sifathnya mengatur masyarakatnya (public regulation),
sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan (policy
implementation). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat
hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat aturan
pelaksanaannya, dengan demikian desa bisa dikatakan mempunyai otonomi.

Ndraha dalam Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah
desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan
hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain.

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat
segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah
tangganya.

2. Menjalankan pemerintah desa.

3. Memilih kepala desa.
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Memiliki harta benda kekayaan sendiri.
Memiliki tanah sendiri.
Menggali dan menetapan sumber-sumber keuangan sendiri.

Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Keuangan

Desa).

8. Menyelenggarakan gotong royong.

9. Menyelenggarakan peradilan desa.

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Agar

dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus

pemerintahannya, desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, diberikan kewenangan mencakup.

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul yang terdiri dari.

N

2
3
4.
5

Sistem organisasi masyarakat adat.
Pembinaan kelembagaan masyarakat.
Pembinaan lembaga dan hukum adat.
Pengelolaan tanah kas Desa.

Pengembangan peran masyarakat Desa.

b. Kewenangan lokal berskala desa yang terdiri dari.

1
2
3
4.
)
6

~

10.
11.

Pengelolaan tambatan perahu.

Pengelolaan pasar desa.

Pengelolaan tempat pemandian umum.

Pengelolaan jaringan irigasi.

Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa.
Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu.

Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
Pengelolaan perpustakaanDesa dan taman belajar.
Pengelolaan embung Desa.

Pengelolaanair minum berskala Desa.

Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilyah pertanian.
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c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari.
1. Penyelenggaraan pemerintah Desa.

2. Pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

d. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari.

1. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan.

2. Sesuai dengan prinsip efesiensi.

3. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
otonomi desa adalah masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat.

2.4 Keuangan Desa

Keuangan desa secara umum sering diartikan sebagai semua hak dan
kewajiban desa yang telah dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Desa, keuangan desa pada dasarnya merupakan
sub sistem dari keuangan Negara, sehingga penting untuk sedikit mengetahui
tentang keuangan Negara sebelum mendalami tentang keuangan desa. Keuangan
Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai oleh uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik
Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Surianingrat  (1992) mengatakan keuangan desa dirumuskan sebagali
penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah
desa dalam hal keuangan, ada dua factor yang mempengaruhi suksesnya kebijakan

tersebut.
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1. Faktor yang bersifat pribadi, yaitu yang berada pada diri pemerintah
desa sendiri (seni mengadakan pendekatan pada masyarakat desa,
keterampilan menetapkan pungutan desa dan melaksanakan pungutan,
penyelenggraan administrasi keuangan, kelincahan pemerintah desa
dalam bidang keuangan).

2. Berada di luar dan di luar kemampuan pemerintah desa (inflasi,
perubahan moneter, perkembangan ekonomi, peraturan perundang-
undangan).

Keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya pemerintah desa dalam
menjalankan pemerintahan maupun pembangunan, keuangan desa merupakan
urat nadi desa, keuangan sehat berate “hirup-huripnya desa”, keuangan desa
adalah cermin perkembangan pemerintah desa, desa dan masyarakat desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 menyebutkan keuangan
desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban desa. Menurut Nurcholis (2011) keuangan desa adalah semua
hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa sebagai berikut:

a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daera Kabupaten/Kota;

d) alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota;

e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;

f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
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g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Widjaja (2002) menjelaskan secara singkat sumber-sumber pendapatan
dan kekayaan Desa adalah.
1. Pendapatan asli desa terdiri atas:
a) hasil tanak kas desa;
b) hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat;
c) hasil dari gotong royong masyarakat;
d) lain-lain usaha desa yang sah.
2. pendapatan yang berasal daari pemberian pemerintah daerah yang
terdiri atas:
a) sumbangan dan bantuan pemerintah;
b) sumbangan dan bantuan pemerintah daerah;
c) sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada
desa;
d) lain-lain pendapatan yang sah.

Keungan desa sangat berkaitan dengan pendapatan desa dan juga pengeluaran
Desa di dalamnya. Surianingrat (1992) mengatakan pendapatan desa adalah
segenap penerimmaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan
pengeluaran desa adalah pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, dan
pekerjaan-pekerjaan  pembangunan. Surianingrat  (1992) menggolongkan
penerimaan sumber-sumber penerimaan desa menjadi empat Vyaitu, dari
pemerintah, dari masyarakat, dari pihak ketiga, dan dari kekayaan desa. Sumber
pendapatan dan pengeluaran desa dikelola melaui Anngaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes). Kegiatan pengelolaan yang ditetapkan setiap tahun
meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan
serta perhitungan anggaran, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa

yang dicantumkan pada APBDes.

2.5  Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang

diterima oleh desa dan diberikan oleh pemerintah kabupaten dengan
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mempertimbangkan bobot desa. ADD menurut Permendagri Nomor 113 Tahun
2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pasal 72
ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ADD paling sedikit
10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana
Perimbangan yang dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2005 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus,
selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya
terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1
menyebutkan Penetapan besaran atau perhitungan Alokasi Dana Desa yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa ditetapkan berdasarkan jumlah
ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD Khusus menurut nilai bobot desa
yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Dalam
penghitugan besarnya ADD Minimal, ADD Proporsional, dan ADD Khusus
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 tersebut ditentukan berdasarkan
perhitungan sebagai berikut.

a) Untuk ADD Minimal sebesar 75% dari pagu ADD Kabupaten dibagi
jumlah desa dalam kabupaten.
b) Untuk ADD Proporsional sebesar 20% dari pagu ADD kabupaten dikali
nilai bobot desa.
c) Untuk ADD Khusus sebesar 5% dari pagu ADD kabupaten.
Nilai bobot desa diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun
2016 pasal 5 ayat 1, nilai bobot desa ditentukan berdasarkan indikator-indikator

sebagai berikut:
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a) indikator jumlah aparatur pemerintah desa;

b) indikator jumlah penduduk desa;

c) indikator angka kemiskinan;

d) indikator luas wilayah desa.

Tujuan pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulant dana perangsang
untuk mendorong dalam membiayai progam Pemerintah Desa yang ditunjang
dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011) adalah:

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

4. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial;

5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayannya bersumber dari ADD
dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan
mengacu pada peraturan bupati/walikota. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 22 ayat
2 menyebutkan penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% untuk belanja
aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya
pemberdayaan masyarakat. Nurcholis (2011) menjelaskan biaya pemberdayaan
masyarakat digunakan untuk:

1. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil,
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2. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes);

biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;

perbaikan lingkungan dan pemukiman;

tegnologi tepat guna;

perbaikan kesehatan dan pendidikan;

pengembangan sosial budaya;

© N o o &~ w

kegiatan lain yang dianggap penting.

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa
2.5.1 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen.
Banyak para ahli yang memberikan definisi tentang pengelolaan yang berbeda-
beda, namun memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Menurut Prajudi dalam
Adisasmita (2011) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan
pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan
untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Istilah pengelolaan sangat identik
dengan istilah manajemen, karena manajemen juga merupakan suatu proses dalam
mencapai tujuan.

Robbins dan Coulter (2010) menjelaskan manajemen (pengelolaan) adalah
hal yang dilakukan oleh para manajer, manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas
koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan oranglain, sehingga pekerjaan
tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kita telah mengetahui
bahwa koordinasi dan pengawasan kerja orang lain adalah aspek yang
membedakan antara manajerial dan yang bukan manajerial, namun tidak berarti
bahwa seorang manajer dapat bertindak sesuka hatinya kapan pun, dimana pun,
atau dengan cara appapun. Manajemen melibatkan tanggung jawab untuk
memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien oleh
orang-orang yang tepat sesuai dengan bidangnya, sehingga idealnya manajemen

dilakukan oleh seorang manajerial.
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Terry (2000) mendefinisikan manajemen adalah proses yang khas yang
terdiri dari tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling yang
penggunaanya untuk mencapai tujuan, dan dilakukan oleh individu-individu yang
menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Terry dan Rue (1993) memberikan definisi lain bahwa
manajemen adalah suatu proses kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau
pengarahan suatu kelompok orang-orang searah tujuan-tujuan organisasional atau
maksud-maksud yang nyata, manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya
adalah “managing” yang berarti pengelolaan sedangkan pelaksanaannya disebut
manajer atau pengelola.

Berdasarkan pengeritan-pengertian  tersebut dapat dikatakan bahwa
pengelolaan memiliki arti yang sama denga manajemen yang didalamnya
memperhatikan proses kerja yang efektif dan efisien, mengorganisasikan suatu
pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat
dicapai dengan baik. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan
tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen
seperti perencanaan, pelaksanaan pengorganisaian dan pengawasan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaanya dilakukan oleh
seorang manajer. Pengertian-pengertian tentang teori tersebut dalam penelitian ini
yang digunakan adalah teori pengelolaan oleh Terry yang mendefinisikan
pengelolaan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning,
organizing, Actuating, dan controlling.

2.5.2 Fungsi-Funsi Pengelolaan

Menurut manajemen jika dilihat dari sudut pandang fungsi, maka akan
berbicara tentang proses menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas
tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan secara efektif dan efisien untuk
mencapai target yang telah ditetapkan. Fayol dalam Robbins dan Coulter (2010)
mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan lima buah fungsi yaitu
perencanaan (planning), penataan (organizing), penugasan (commanding),
pengkoordinasian (coordinating), dan pengendalian (controling). Manajemen

merupakan sebuah bentuk kerja, maka seorang manajer dalam melakukan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

25

pekerjaannya harus melakukan kegiatan kegiatan tertentu yang dinamakan funsi-
fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut akan di jelaskan secara sepintas
pada masing-masing fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan.

1) Planning

Terry (2000) menjelaskan Perencanaan (Planning) adalah menetapkan
pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang
digariskan, mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Dalam proses
menetapkan pekerjaan yang harus atau akan dilakukan perlu kemampuan untuk
mengadakan gambaran dan melihat ke depan guna guna merumuskan suatu pola
tindakan untuk masa depan. Terry dan Rue (1993) medefinisikan perencanaan
adalah kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu
masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-
tujuan itu.

Robbins dan Coulter (2010) menjelaskan perencanaan sebagai proses
mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan seluruh strategi untuk mencapai
tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta
mengkoordinasikan  kegiata kerja. Fungsi perencaaan dalam  proses
menjalankannya seorang manajer akan mendefinisikan sasaran-sasaran,
menetapkan stategi untuk mencapai sasaran-sasaran itu, dan mengembangkan
rencana Kkerjauntuk memadukan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas
menuju sasaran-sasaran tersebut. Kesimpulannya perencanaan merupakan sebuah
fungsi manajemen yang meliputi pendefinisian sasaran, penetapan stategi untuk
mencapai sasaran dan pengembangan rencana kerja untuk mengelola akvitas-
aktivitas, sehingga fungsi perencaan sangat penting dalam pelaksanaannya karena
perencanaan menjadi pondasi dalam sebuah manajemen yang akan menentukan
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran.

Perencanaan memberikan arah kepada para manajer dan nonmanajer dalam
mencapai sasarannya. Ketika kariyawan mengetahui apa yang menjadi sasaran
organisasinya atau unit kerjanya dan apa yang harus mereka kontribusikan untuk

mencapai tujuan itu, mereka dapat mengkoordinasikan kegiatannya, saling bekerja
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sama, dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya.
Berikutnya perencanaan dapat mengurangi ketidakpastian dengan mendorong para
manajer memandang kedepan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan
dampak perubahan dan mengembangkan respon yang tepat. Perencanaan juga
meminimalkan pemborosan dan kekosongan, apabila aktivitas kerja dijalankan
sesuai rencana, maka ketidakefesienan akan dapat dikuragi dan dihilangkan.
Perencaan juga menetapkan tujuan atau standart yang digunakan dalam
pengendalian, ketika para manajer melakukan perencanaan mereka akan
mengembangkan tujuan dan rencana.

Kesimpulannya perencanaan merupakan proses mengidentifikasi tujuan

organisasi, menentukan seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan
mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan
kegiatan kerja. Perencanaan merupakan pondasi awal sebuah organisasi akan
dijalankan. sebuah peta yang akan memberikan panduan pada organisasi dalam
proses mencapai tujuannya. Inti dari proses perencanaan adalah menentukan
tujuan dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut.
Robbins dan Coulter (2010) menjelaskan tujuan (sasaran) adalah hasil yang
diinginkan atau target, hal itu memandu keputusan manajemen dan membentuk
kriteria terhadap hasil kerja yang diukur karena itulah tujuan sering disebut
sebagai dasar perencanaan. Jenis-jenis tujuan dibagi menjadi 2 yaitu tujuan yang
dinyatakan dan tujuan sebenarnya. Tujuan yang dinyatakan adalah laporan resmi
tentang apa yang dilakukan organisasi dan apa yang ingin diyakini oleh para
pemangku kepentingan tentang tujuannya. Tujuan sebenarnya adalah tujuan yang
secara aktual dikejar oleh organisasi, mendefinisikan tindakan prioritas, seperti
yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya.

Jenis-jenis rencana tersebut tidak independen artinya rencana strategis
bersifat jangka panjang, memberi arahan, dan digunakan satu kali sementara
rencana operasional biasanya bersifat jangka pendek, spesifik dan siaga. Proes
perencanaan ADD disususun melalui forum Musyawarah perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum

musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa.
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proses merencaakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD harus
benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan
sumber pendapatan utama di desa. Rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan
utama dalam penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang
disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat
desa yang nantinya merupakan pedoman kegiataan pembangunan,
kemasyarakatan dan pelayanaan kepada masyarakat desa selama satu tahun.
Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang proses perencanaan ADD di desa
Tamansari kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, karena fungsi perencanaan
merupakan pondasi awal yang menentukan arah sebuah organisasi akan dibawa
kemana. Perencanaan sebagai proses awal menentukan sasaran dan tujuan,
sehingga dalam studi kasus ini Desa Tamansari dalam mengalokasikan anggaran
ADD tidak sesuai dengan aturan namun sudah banyak mendapatkan apresiasi
dibidang wisata yang dikelola oleh BUMDes menjadi alasan ketertarikan
menelitinya. Hal-hal lain yang akan di bahas selain proses perencanaan adalah
penetapan tujuan, sasaran, strategi, penetapan pekerjaan, rancangan tanggung
jawab aktor yang terlibat.
2) Organizing
Langkah selanjutnya setelah melakukan sebuah perencanaan adalah
melakukan pengorganisasian. Terry dan Rue (1993) mendefinisikan Organizing
atau mengorgasisir adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk
mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer
yang mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota
kelompok. Terry (2000) menjelaskan organizing mencakup :
a. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan ke dalam kelompok-kelompok.
b. Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan
tersebut.
c. Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.
Pengorganisasian  berhubungan erat dengan manusia, sehingga

penugasannya dalam unit-unit organisasi dimasukkan ke dalam unsure
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organizing. Pengorganisasian melahirkan peranan peranan kerja dalam
struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama
secara efektif guna mencapai tujuan bersama.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-
sumber yang diperlukan, termasuk sumberdaya manusia dalam penempatan posisi
kerjanya, sehingga sesuai dengan keahliannya dan dapat menyelesaikan pekerjaan
dengan efisien. Sebenarnya manusia adalah sumber yang paling penting dalam
sebuah proses manajemen, sehingga dalam proses pengorganisasian akan dikenali
antara potensi sumberdaya manusia dengan posisi kerjanya. Mengorganisir
merupakan cara untuk mempersatukan sumberdaya manusia dslsm pelaksanaan
tugas-tugas yang saling bersangkutan. Pada dasarnya mengorganisir adalah suatu
proses ppembagian kerja. Terry dan Rue (1993) menjelaskan ada dua pembagian
kerja, pertama pembagian kerja secara vertikal yang didasarkan atas penetapan
garis-garis kekuasaan dan menentukan tingkat-tingkat yang membentuk bangunan
organisasi itu secara tegak, kedua pembagian kerja secara horisontal yang
didasarkan atas spesialisasi kerja.

3) Actuanting

Terry (2000) mendefinisikan actuating atau disebut juga “gerakan aksi”
mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan
melanjutkan  kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan
pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Actuating mencakup
penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya,
memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi komponsasi
kepada mereka.

4) Controlling

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Terry (2000)
menjelaskan pengawasan atau controlling mencakup kelanjutan tugas untuk
melihat apakah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana.
Dalam proses controlling pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-
penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan tercapai

dengan baik sesuai target, dalam proses perbaikan dapat melalui berbagai cara
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termasuk merubah rencana bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau
merubah wewenang. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang
terjadi harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal
yang sudah atau akan dilaksanakan. Pengawasaan berkaitan dengan mengetahui
apa yang sedang terjadi dibandingkan dengan apa yang direncanakan.

Akhirnya pengawasan harus dapat memberikan jalan untuk melakukan
tindakan-tindakan koreksi. Pengawasan atau pengendalian untuk  membantu
dalam mengidentifikasikan problema-problemaa manajemen. Usaha-usaha untuk

mengidentifikasi problema-probelma merupakan tantangan bagi para manajer.

2.5.3 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Yabar dan Hamzah (2016) mendefinisikan pengelolaan keuangan desa
sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa. pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang terdiri
dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi.
Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan
daerah yaitu 1 Januari samapai 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala
pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
Menurut Nurcholis (2011) kepala desa mempunyai kewenangan sebagai berikut.

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.

3. Menetapkan bendahara desa.

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.

5.  Menetapkan petusgas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekertaris desa dan
perangkat desa lainnya. sekertaris desan bertindak selaku coordinator pelaksana

pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa dan
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pemegang kas desa adalah bendahara desa. Penelitian ini ingin mendeskripsikan
proses perencanaan ADD mulai dari sasan dan rencana yang digunakan dalam
mencarap tujuan, keterlibatan aktor di dalam proses perencanaan dan perannya.
Alasan peneliti hanya meneliti dalam proses perencanaannya adalah karena
perencanaan merupakan pondasi awal dalam menentukan sasaran dan rencana,
sehingga sangat berpengaruh dalam tujuan pemberian ADD sesuai sasaran atau
tidaknya, dan mngetahui rencana yang digunakan dalam usaha mencapai sasaran
tersebut. Penggunaan ADD desa Tamansari yang jauh belum sesuai dengan aturan
namun sudah mempunyai apresiasi juga merupakan salah satu alasan peneliti
ingin melihat proses perencanaan ADDnya yang sekaligus akan menjadi pedoman
selama satu tahun pemerintahan. Keterlibatan para aktor dan perannya dalam
proses perencanaan ADD di Desa Tamansari menjadi faktor dalam menentukan
sasaran, sehingga keterlibatan aktor merupakan penentu pengalokasian
penggunaan ADD.
2.7 Perencanaan
Siagian dalam (Sarinah, 2017) menjelaskan bahwa perencanaan dapat
didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang
dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Karena perencanaan dianggap sebagai
sebuah proses maka Sarinah (2017:31) menjelaskan bahwa terdapat 4 kegiatan
perencanaan yang meliputi.
» Langkah 1: Menetapkan tujuan.
Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang apa yang diinginkan
atau dibutuhkan oleh suatu organisasi atau sub unit.
» Langkah 2: Menganalisa kondisi saat ini.
Analisa perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang
permasalahan dan potensi sumberdaya yang dapat digunakan untuk
mencapai tujuan.
» Langkah 3: Mendefinisikan faktor pendukung dan penghambat rencana.
Mengetahui faktor pendukung dan penghambat sangatlah penting dalam

sebuah perencanaan agar keputusan yang diambil tepat
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» Langkah 4: Mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai

tujuan.

Proses perencanaan melibatkan berbagai alternatif arah tindakan untuk
mencapai sasaran yang di inginkan, mengevaluasi alternatif-alternatif yang
ada dan memilih diantara alternatif tersebut yang paling sesuai untuk mencapai
sasaran.

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara
sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapaisuatu tujuan. Handoko
dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1)
pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan,
proyek, program, prosedur, metode,sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan
sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan
menjaminterlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.

Lembaga Administrasi Negara dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan
pengertian perencanaan sebagai berikut:

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatuproses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yangakan dilakukan
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan
penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.

c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-
perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapatunsur-unsur
penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik
Indoensia  dalam  Adisasmita  (2011:23)  merumuskan  unsur-unsur
perencanaansebagai berikut:

a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrityang

hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang

dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
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b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapaitujuan-
tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perencanaan yang telah dikemukakan

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses

mempersiapkan suatu rencana sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan

yang akan dilakukan.

2.7 Musrembang Desa
2.7.1 Pengertian Musrembang Desa

Djohani  (2008) menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.
Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap
desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa
dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan
oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para
pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu
membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara
memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam
maupun luar desa.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga
komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau
berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar
menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

2.7.2 Dasar Hukum Musrembang Desa

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan

pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan
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Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa menjabarkan lebih
lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah termasuk kewajiban desa
untuk membuat perencanaan- dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004
tersebut.

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama
(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan
Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang
diterbitkan setiap tahun. Untuk Musrenbang desa, kemudian diterbitkan
Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat
petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan
proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan
tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen
anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

2.7.3 Tujuan & Output Musrembang Desa

Menurut Djohani dalam buku panduan penyelenggaraan musyawarah
perencanaan pembangunan desa tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan dan output
Musrembang Desa yakni.
2.7.3.1 Tujuan Musrembang Desa

1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan
menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan
pemilahan sebagai berikut:

e Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan
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dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;

e Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang
dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD
kabupaten/kota atau sumber dana lain;

e Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui
Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah
dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi;

2. Menyepakati Tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah
yang ada di desanya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan
program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

2.7.3.2 Output Musrembang Desa

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan
Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan;

2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di
Musrenbang kecamatan;

3. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang
kecamatan (3 orang atau 5 orang; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan;
bila 5 orang minimal 2 orang perempuan);

4. Berita Acara Musrenbang desa.

2.7.4 Proses Musrembang Desa
Djohani (6:2008) menjelaskan bahwa proses umum Musrembang Desa
terbagi atas 3 tahap yakni: Tahapan Pra-Musrembang Desa, Tahapan Pelaksanaan
Musrembang Desa dan Tahapan Pasca-Musrembang Desa. Penjabaran dari ketiga
tahapan tersebut sebagai berikut.
2.7.4.1 Tahapan Pra-Musrembang Desa
1. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
e Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM);
e Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3
orang);
e Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu:

v Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa;
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v' Pengumuman  kegiatan  Musrenbang desa  dan
penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber
(minimal 7 hari sebelum Hari-H);
v Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat,
dan bahan).
2. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
e Kajian kondisi, permasalahan, dan potensi desa (per dusun/RW
dan/atau per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat;
e Penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim
pemandu.
3. Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa, terdiri atas kegiatan-
kegiatan:
e Kaji ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian
desa oleh TPM dan Tim Pemandu;
e Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran
daerah oleh TPM dan Tim Pemandu;
e Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu
pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu.
2.7.4.2 Tahapan Pelaksanaan Musrembang Desa
1. Pembukaan. Acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai
berikut:
e Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa;
e Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM);
e Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi;
e Doa bersama.
2. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan
untuk musyawarah:
e Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan
desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan

urusan/bidang pembangunan desa;
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e Pemaparan kepala desa mengenai: (1) hasil evaluasi RKP Desa
yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program menurut RPJM
Desa; (3) Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk
tahun yang sedang direncanakan;

e Pemaparan pihak kecamatan, UPTD/SKPD kecamatan mengenai
kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan;

e Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.

3. Pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TPM (biasanya Sekdes)
dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta.

4. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu.

5. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa.

6. Penutupan yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang dan
penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/pemandu.

2.7.4.3 Tahapan Pasca-Musrenbang Desa

1. Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa: (1) penerbitan SK Kades
untuk Tim Delegasi Desa; (2) penyusunan daftar prioritas masalah desa
untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan; (3) penyusunan RKP Desa
sampai menjadi SK Kades (berdasar SEB dan Permendagri No. 66/2007)
atau peraturan Kades (berdasar PP No. 72/2005).

2. Pembekalan Tim Delegasi desa oleh TPM (termasuk Tim Pemandu) agar:
(1) menguasai data/informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan
dibawa tim delegasi ke Musrenbang kecamatan; serta (2) penguatan
kemampuan lainnya (wawasan, teknik komunikasi, presentasi).

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan
mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
Desa).

2.7.5 Peserta Musrenbang Desa
Pelaksanaan Musrenbang desa sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7
hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya

sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa. Komposisi peserta
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Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen

masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:

1.
2.

Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT);

Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/ pendidikan/
lingkungan);

Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua);
Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh
adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal);
Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan
swasta/bisnis, masyarakat umum);

Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku
kepentingan dalam upaya pembangunan desa (Djohani, 2008)

2.7.6 Struktur & Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)

Struktur & Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang menurut  Djohani

(14:2008) meliputi:
2.7.6.1 Struktur Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)

Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) di tingkat desa atau panitia

Musrenbang desa biasanya diketuai oleh sekretaris desa, sedangkan kepala desa

menjadi pembina dan pengendali Musrenbang. TPM ini merupakan struktur

yang sederhana dengan jumlah personil yang sedikit. Seringkali beberapa tugas

dilakukan oleh orang yang sama.Terdapat dua tim kerja penting yang merupakan

bagian dari struktur TPM yaitu:

1. Tim perumus dokumen perencanan desa (RKP Desa) biasanya dipimpin

oleh sekretaris desa yang juga merupakan Ketua TPM,;

2. Tim pemandu kajian desa dan pelaksanaan Musrenbang desa biasanya

dipimpin oleh Ketua LKM/LPM/LKMD tetapi akan sangat baik kalau
anggota Tim Pemandu berasal dari kalangan independen yaitu individu
warga desa yang memiliki kemampuan.Tim Pemandu juga biasanya

menjadi anggotaTim Perumus Dokumen Perencanaan (RKP Desa).

2.7.6.2 Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM)

Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang desa, yaitu:
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Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas,
menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca-
Musrenbang);

Membentuk Tim Pemandu (siapa, peran, dan tugas);

Menyepakati tata cara menentukan dan mengundang peserta;

Mengelola anggaran penyelenggaraan Musrenbang secara terbuka,
efektif,dan efisien;

Mengorganisasi seluruh proses Musrenbang desa, mulai dari tahap
persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan sampai selesai penyusunan
RKP Desa;

Menyusun daftar periksa dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan
(materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan;

Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Musrenbang desa;

Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan
(relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui
surat permintaan materi yang diperinci apa saja yang diharapkan untuk
dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber;

Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi Musrenbang
desa dalam rangka penguatan kapasitas warga. Simulasi Musrenbang desa
dapat dilakukan pada tahap pra-Musrenbang (tahap persiapan);

Kepala desa berperan/tugas menjadi pembina dan pengendali dari

keseluruhan pelaksanaan Musrenbang di desanya.

2.7.7 Prinsip-Prinsip Musrenbang Desa

Menurut Djohani (15:2008)Prinsip-prinsip Musrenbang desa, berlaku bagi

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik untuk pemandu,
peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar
Musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan

keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

Prinsip kesetaraan.
Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki- laki, perempuan,

kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk
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menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi
perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk
mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan
menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak
sependapat.

. Prinsip musyawarah.

Peserta Musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat
pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial-
ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan
menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan
desa di atas kepentingan individu atau golongan.

. Prinsip anti-dominasi.

Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/ kelompok yang
mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui
proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

. Prinsip keberpihakan.

Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong
individu dan kelompok yang paling *diam” untuk menyampaikan aspirasi dan
pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.

. Prinsip anti-diskriminasi.

Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
menjadi peserta Musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga
punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh
dibedakan.

. Prinsip pembangunan desa secara holistik.

Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana
pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu
saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan
meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga
tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas

kegiatan pembangunan desa.
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2.8 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan sampai
menghasilkan sasaran dan rencana yang akan dilakukan dalam usaha mencapai
tujuannya, dan juga melihat aktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan
seberapa berperan mereka di dalamnya. Melihat juga bagaimana proses
perencanaan sehingga menghasilkan pengalokasian ADD yang tidak sesuai
dengan aturan namun sudah banyak mendapatkan apresiasi. Penulis berusaha
merangkai pokok pemikiran yang kemudian menjadi kerangka berfikir yang
tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menemukan jawaban atas masalah

yang diteliti. Kerangka berfikir yang peneliti gunakan sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, karena
metode penelitian menjadi landasan untuk memperoleh dan mengelola data dalam
rangka mencari kebenaran ilmiah atas masalah yang diteliti. Pada bab ini peneliti
akan menjabarkan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian, seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini akan berfokus pada
proses perencanaan ADD mulai dari penetapan tujuan, sasaran, stategi, penetapan
pekerjaan dan rancangan tanggung jawab aktor yang terlibat di dalam
perencanaan. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus ditempuh oleh peneliti
untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan permasalahan yang
sedang diteliti dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dalam bab metode
penelitian ini, akan dijelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam
melakukan penelitian dan beberapa hal lain yang berkaitan erat dengan
pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian.

Tempat dan waktu Penelitian.

Situasi Sosial.

2

3

4. Desain Penelitian.
5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.
6 Teknik Pemeriksaan eabsahan Data.
7

Teknik Penyajian dan Analisis Data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll, secara holistik
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(utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah. Sudaryono (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya
menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut
pandang atau interpensi individu (informan) dalam latar alamiah. Creswell (2015)
menjelaskan, pelitian kualitatif merepresentasikan corak eksplorasi ilmu sosial
dan humaniora yang abasah, tanpa harus dibandingkan dengan riset kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang
bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang
terjadi pada objek penelitian. Silalahi (2009) mendefinisikan penelitian bersifat
deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan kaidah hubungan antar-
peristiwa, baik yang menjelaskan asosiasi, membuat prediksi-stimasi-proyeksi
tentang gejala yang muncul, maupun melakukan tindakan guna mengendalikan
peristiwa. Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
mengkaji fenomena secara mendalam dengan upaya memberikan gambaran dan
uraian secara jelas terkait dengan objek penelitian. Peneliti mengupayakan
tergambarnya secara jelas tentang perencanaan pengelolaan ADD di Desa

Tamansari.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian
Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi faktor penting dalam
penentuannya karena akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Menurut
buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016) tempat dan
waktu penelian adalah mencakup lokasi atau daerah sasarn dan kapan (kurun
waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan
(pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Lokasi dalam
penelitian ini ditentukan di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten
Banyuwangi. Lokasi penelitian tersebut dipilih oleh peneliti karena beberapa
alasan berikut.
1. Desa Tamansari merupakan desa dengan penerima ADD terbesar Di

Kabupaten Banyuwangi.
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2. Pengalokasian ADD di Desa Tamansari belum sesuai dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Desa Tamansari mendapat penghargaan Desa Wisata Award kategori
pemanfaatan jejaring bisnis dari Kementrian Desa, Pembangunan
Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDT).

Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juni hingga Agustus tahun 2019,
yaitu sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Jember. Rentang waktu tersebut diharapkan peneliti dapat
mengetahui dan mengenali terkait fenomena yang menjadi fokus peneliti, yaitu
tentang pengelolaan dalam konteks perencanaan ADD di Desa Tamansari
Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Situasi Sosial
Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016) situasi sosial terdiri
dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku/aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara
sinergis. Penelitian ini menjelaskan situasi sosial dalam objek penelitian seperti
berikut.
1. Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Tamansari
Kecamatan Licin, Kabuoaten Banyuwangi.
2. Pelaku yang di maksud yaitu informan yang dipilih untuk memperoleh
informasi yaitu, Rizal Sahputra (Kepala Desa), Wiji Utami (Sekertaris
Desa), Wiji Astuti (Kaur Keuangan), dan Mahsun (Ketua BPD).
3. Ativitas yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu perencanaan

pengelolaan ADD.

3.4 Desain Penelitian

Menurut Silalahi (2009) desain penelitian adalah rencana dan struktur
penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat
memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, berdasarkan sifatnya yaitu
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penelitan deskriptif yang tujuannya menggambarkan sesuatu. Cara Yyang
digunakan untuk memperolehnya yaitu dengan pengumpulan data melaui
wawancara (wawancara tak terstruktur), observasi dan dokumentasi. Proses
penentuan informan yang digunakan menggunakan teknik snowball sampling dan
purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian dicek keabsahannya dengan
teknik pemeriksaan triangulasi, dan dianalisis dengan model analisis Miles dan
Huberman.

3.4.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan media sebagai sarana memusatkan dan
mengarahkan penelitian agar tidak keluar dari objek yang hendak diteliti, sehingga
sasaran penelitian dapat tercapai. Fokus penelitian juga membatasi objek yang
diteliti sehingga tidak meluas dari objek yang heendak diteliti. Fokus penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun
2018.

3.4.2. Penentuan Informan Peneliti

Menurut Moleong (2012) menjelaskan informan adalah orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk
mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian.
Lincoln dan Guba dalam Moleong (2012) menjelaskan kegunaan informan bagi
peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat
membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum
mengalami latihan etnografi.

Dalam menetapkan seorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan
dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan
serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi
objek penelitian. Dengan demikian akan mendapat informasi yang valid. Menurut
Moleong (2012) wusaha untuk menemukan informan dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut:
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1. Melalui keterangan orang yang berwewenang, baik secara formal
(pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti
tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan
sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya
sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang
mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.

2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.
Dengan wawancara pendahuluan peneliti  menilai berdasarkan
persyaratan yang dikemukakan di atas.

Sedangkan metode pengambilan informan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling dan
snowball sampling. Sugiyono (2014) mendefinisikan purposive sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu
tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga
akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Peneliti memilih beberapa orang yang memenuhi Kriteria sebagai
informan yang dapat memberikan informasi terkait perencanaan pengelolaan
ADD di Desa Tamansari. Informan yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut.

1. Kepala desa Desa Tamansari.

2. Sekertaris desa.

3. Kaur Keuangan.

4. Ketua BPD Desa Tamansari.
5. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).
6. Tokoh agama/masyarakat.

3.4.3. Data dan Sumber Data
Menurut Sugiyono (2014) sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber
data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data, data sekunder merupakan sumber yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain
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atau lewat dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya.
Data primer diperoleh peneliti secara langsung dengan pengamatan (observasi),
catatan lapang, serta mewawancarai informan yang terlibat dalam proses
perencanaan pengelolaan ADD di Desa Tamansari. Data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini diperolen melalui dokumen-dokumen yang
terdapat di kantor desa yang berhubungan dengan proses perencanaan pengelolaan
ADD.
Tabel 3.1 Data yang dibutuhkan

No. Data Lokasi Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi
Profil Kabupaten Banyuwangi
Peraturan perundang-undangan
2.  Gambaran Umum Kecamatan Licin Kecamatan Licin
3. Gambaran Umum Desa Tamansari
Sejarah Desa
Profil Desa
Gambaran Umum Pengelolaan ADD
4 Proses Perencanaan
Penetapan Tujuan
Sasaran
Strategi Kantor Desa Tamansari
Penetapan Pekerjaan
Rancangan Tanggung Jawab Aktor Yang
Terlibat

Website pemerintah
Kabupaten Banyuwangi

Kantor Desa Tamansari

Sumber : Dari berbagai sumber (Dokumentasi Penelitian) 2019

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu terkait dengan cara-cara yang akan
digunakan oleh peneliti sebagai upaya pengumpulan data dan mendapatkan data
dengan standart ilmiah. Menurut Sudaryono (2018) metode pengumpulan data
merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan
strateri atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang
diperlukan dalam penelitiannya, dan juga teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Lofland dan Lofland

dalam Moleong (2012) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
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kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksud untuk memperoleh bahan-
bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.

Alat perolehan data yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis
penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Peneliti dalam hal
ini menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut:

3.4.1. Pengamatan (Observation)

Menurut Gulo (2005) Pengamatan (observation) adalah metode
pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi
sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Alasan secara metodologis
penggunaan pengamatan menurut Moleong (2012) adalah dalam pengamatan
mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian,
perilaku tak sadar, kebiasaan, pengamatan memungkinkan pengamat untuk
melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu,
menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek pada keadaan waktu itu,
pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati
oleh subjek sehingga memunginkan pula peneliti menjadi sumber data,
pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama,
baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.

Menurut Sudaryono (2018) observasi yaitu melakukan pengamatan secara
langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan,
dan observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan
mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observsi
dapat dilakukan dengan paetisipasi ataupun nonpartisipasi. Observasi partisipasi
(participatoryobservation) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang
berlangsung, pengamat iut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan, sedangkan
observasi nonpartisipasi (nonparticipoatory observation) pengamat tidak ikut
serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan dan tidak iku dalam
kegiatan. Jenis observasi dalam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
peneliti adalah observasi nonpartisipasi (nonparticipatory observation) dalam

menyelesaikan masalah penelitian.
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3.4.2. Wawancara

Menurut Moleong (2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.
Pewawancara adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
merupakan suber data atau informan yang memberi jawaban atas pertanyaan
peneliti. Menurut Gulo (2005) wawancara adalah bentuk komunikasi langsung
antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
wawancara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara
mendalam. Dengan dilakukannya wawancara secara mendalam diharapkan dapat
menggali informasi dari sejumlah jawaban atas pertanyaan mulai dari pertanyaan
umum hingga Khusus yang lebih mendalam tentang objek penelitian.

Esterberg dalam Sugiyono (2014) membagi teknik wawancara menjadi
tiga macam yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Teknik wawancara ini digunkan sebagai teknik pengumpulan data,
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh. Teknik wawancara ini, peneliti telah
mengetahui permasalahan dalam objek penelitian, sehingga dalam
dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan tertulis atau yang disebut pedoman wawancara.

2. Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview)

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview,
dalam pelaksanaannya lebib bebas bila dibandingkan dengan
wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk
menemukan permasalahan lebih terbuka.

3. Wawancara tak berstruktur (Unstructured Interview)

Wawancara tak bertruktur adalah wawancara bebas, peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara secara sistemis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara jenis ini biasa dilakukan dalam penelitian pendahuluan
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yang tujuannya agar peneliti mendapatkan informasi terkait
permasalahan dalam objek penelitian.

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak tersrtruktur
dalam mengumpulkan data. Proses wawancara membutuhkam alat bantu untuk
menunjang proses wawancara dan hasil data yang diperoleh dari wawancara, alat
bantu yang digunakan oleh peneliti adalah draft wawancara, buku cacatan, alat

perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian. Usman dan Akbar (2009)
memaparkan bahwa dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang
dipoeroleh dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dimaksudkan adalah seperti
catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.
Dokumen lain yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metodeobservasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam
mendukung penelitian ini yaitu dokumen yang dimiliki oleh kantor Desa

Tamansari yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan ADD.

Tabel 3.2 Teknik dan alat perolehan data

No. Data Teknik Alat
Gambaran Umum
Kabupaten Banyuwangi
Profil Kabupaten . Laptgp
1. Bar Winai Dokumentasi Internet
y g Alat Tulis
Peraturan perundang-
undangan
Laptop
2. Gambaran Ur_nqm Dokumentasi Internet
Kecamatan Licin .
Alat Tulis
Gambaran Umum  Desa Laptop
Tamansari Wawancara Internet
3. Sejarah Desa Dokumentasi Alat Tulis
Profil Desa Alat Perekam

Gambaran Umum Pedoman wawancara
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No. Data Teknik Alat
Pengelolaan ADD
4  Perencaan ADD  Desa Laptop
Tamansari Observasi Internet
Wawancara Alat Tulis
Dokumentasi Alat Perekam

Pedoman wawancara

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah) 2019

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Moleong (2012) menjelaskan keabsahan data merupakan konsep penting
yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas)
menurut versi ‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria
dan paradigmanya sendiri. Teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari empat

kriteria seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pemeriksaan keabsahan data

Kriteria Teknik Pemeriksaan
Kreadibilitas (derajat kepercayaan) Perpanjangan keikut-sertaan
Ketekunan pengamat
Triangulasi

Pengecekan sejawat
Kecukupan referensial
Kajian kasus negative
Pengecekan anggota

Kepastian Uraian rinci
Kebergantungan Audit kebergantungan
Kepastian Audit kepastian

Sumber: Moleong (2012)

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini mengacu pada kriteria kreadibilitas
(derajat kepercayaan) dengan satu teknik pemeriksaan data berupa triangulasi.
Moleong (2012) menjelaskan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi metode dan
sumber.Patton dalam Moleong (2013) menjelaskan triangulasi dengan sumber

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi
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yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan
dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di
depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan
apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang
dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan prespektif
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,
orang Yyang berpendidikan menenngah atau tinggi, orang berada, orang
pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan. Patton dalam Moleong (2012) menjelaskan triangulasi dengan
metode terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan
hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik ini adalah tahap akhir metode penelitian dalam proses penelitian.
Moleong (2012) menjelaskan proses analisis data dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapang, dokumen pribadi,
dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Hasil telaah terhadap seluruh dta
tersebut menjadi rujukan bagi peneliti untuk dapat melakukan proses reduksi data.
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) membagi proses analisis data
kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data,
dan proses penarikan kesimpulan. Proses analisis data Miles dan Huberman terdiri
dari data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data
display (penyajian data), dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan atau
verifikasi). Model ini terdiri dari aktivitas-aktivitas seperti yang dijelaskan pada

gambar berikut ini:
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Data Collection

A l Y

Data Display

Y

Data Reduction
\ "
Conclusion Drawing

Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman (Sumber: Sugiyono, 2014)

3.5.1 Reduksi Data

Banyaknya data yang didapatkan peneliti mulai awal penelitian tentu
sangat rumit dan kompleks, maka perlu dilakukannya reduksi data. Sugiyono
(2014) menjelaskan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencari bila diperlukan. Data yang telah direduksi oleh peneliti kemudian
disajikan secara rinci dan tersetruktur. Hasil reduksi data peneliti diharapkan
mampu menghasilkan data tentang gambarang umum perencanaan pengelolaan
ADD.

3.5.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah melakukan
penyajian data. Sugiyono (2014) menjelaskan dalam penelitian kualitatif,
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk demikian
dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan
atau bagian tertentu dalam penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono
(2014) menjelaskan penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
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3.5.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti
melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah
diolah. Sugiyono (2014) menjelaskan kesimpulan dalam penelitian kualitatif
adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan yang
dilakukan oleh peneliti didasarkan oleh fakta-fakta yang telah ditemukan dilapang
dengan melakukan proses verifikasi mulai awal penelitian guna memperkuat
kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan penelitian merupakan hasil atau

jawaban daripada rumusan masalah yang telah ditetapkan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan dengan tujuan  untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam  melaksanakan
pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan
pemanfaatan ADD di Desa Tamansari bisa dikatakan cukup baik jika ditinjau dari
segi partisipasi masyarakatnya, sebab jumlah partisipasi masyarakat mencapai
70% di dalam forum musyawarah pembangunan desa tahun 2018. Musrenbang
Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana
kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip
perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi
pemerintah kepada masyarakat.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan
rapat perdusun yang diikuti seluruh komponen masyarakat dan lembaga di Desa
untuk menetapkan skala prioritas usulan yang akan dimuat dalam format
RKPDes. Nantinya format RKPDes ini lah yang kemudian diusulkan dalam forum
Musrembangdes. Di sisi lain dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan
ADD, kepala desa juga membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ADD yang
bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Proses Musrenbang Desa Tamansari dipimpin langsung oleh bapak Rizal
selaku kepala desa. Masyarakat menuturkan bahwa selama forum musrembang
desa berjalan, kepala desa bersifat terbuka terhadap usulan masyarakat. Jika
dalam  musrembangdes seluruh  peserta telah  menyepakati  usulan
kegiatan/program maka rancangan usulan tersebut akan dievaluasi kembali
sebelum ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2018. Di tahap akhir pemerintah desa
harus menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai RKPDes yang telah
ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Proses perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Tamansari

Kecamatan Licin tahun 2018 telah berjalan sesuai prosedur hukum
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yang berlandaskan pada peraturan bupati Banyuwagi No. 85 tahun
2016 dan peraturan bupati Banyuwagi No.39 tahun 2017.

Hasil penelitian membuktikan bahwa program/kegiatan yang
ditetapkan dalam musrembangdes belum bersinergi dengan visi desa
serta program jangka panjang kepala desa Tamansari yang ingin
menciptakan masyarakat desa yang berdaya untuk merealisasikan desa
wisata Tamansari. Hal ini dapat dilihat pada konsentrasi ADD yang
mayoritas ditujukan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi
sehingga pada saat musrembangdes berlangsung masyarakat masih
malu-malu untuk mengungkapkan sarannya. Akibatnya seluruh saran
dari masyarakat tidak terakomodir dengan baik.

Masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurang

sinerginya antara proses perencanaan alokasi dana desa Tamansari tahun 2018

dengan visi desa. Sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1.

Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa
bertujuan agar desa mampu mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam
visi desa sehingga sudah seharusnya apabila segala bentuk kegiatan
atau program yang ditetapkan dalam proses perencanaan ADD harus
mengarah pada visi desa.

Komunikasi adalah salah satu faktor penghambat dalam proses
perencanaan ADD di Desa Tamansari. Peneliti berasumsi bahwa
faktor ini merupakan salah satu faktor yang berdampak pada
ketidaksingkronan antara visi desa dengan program/kegiatan yang
ditetapkan dalam tahap perencanaan (musrembangdes) sehingga
peneliti memberikan saran agar antara pihak desa dengan masyarakat
memperbaiki ~ kemampuan  berkomunikasi  sehingga mampu

menciptakan satu bentuk kesepemahaman yang utuh terkait visi desa.
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Lampiran 1
SURAT IZIN PENELITIAN DARI LP2M UNIVERSITAS JEMBER

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Emallt penglitian lp2md®inelac |d - pengabdian.lp2mBune].ac.id

Nomor ;2010 JUN25.3.1/LT/2019 25 Juni 2019
Perihal : Permohonan fjin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyuwangi
Di

Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan | Fakultas limu Sosial Dan limu Politik Universitas Jember nomor
2048/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 19 juni 2019 perihal tjin Penelitian mahasiswa,

Nama i Umi Zahrotul Ula

NIM ; 1509102010356

Fakultas : Hmu Sosial Dan limu Politik

Jurusan : limu Administrasi Negara

Alamat : )i, Halmahera Gg.Il No,18 Sumbersari-jember

Judul Penelitian . *perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tamansari Kecamatan Licin
Kabupaten Banyuwang! Tahun 2018"

Lokasi Penelitian - Desa Yamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian  : 3 Bulan (1 Jull-30 September 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan {jin kepada mahasiswa yang
bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesual dengan judul tersebut diatas.

Demiklan atas perhatian dan perkenannya disampalkan terima kasih.

\ Dr. Susanto, M.Pd.
L NIP. 161988021001

AT T “KAN
infernational “SE=E—
W - -
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Lampiran 2
PEDOMAN WAWANCARA |
(untuk Perangkat Desa)
Perencanaan ADD di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

Berapakah besaran ADD di Desa Tamansari?

Bagaimana pertumbuhan ADD di Desa Tamansari?

Bagaimana tahapan perencanaan ADD di Desa Tamansari?

Apa yang menjadi tujuan/sasaran dari ADD?

Siapa saja aktor yang dilibatkan dalam proses perencanaan ADD?

Apa saja perannya dalam proses perencanaan ADD?

B O ClE, W b oP

Bagaimana menyangkut tentang PERMENDAGRI Nomor 37
Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan

implementasinya di Desa Tamansari?

e

Progam apa saja yang dibiyayai melalui ADD?

©

Bagaimana hasil progam yang dibiyayai oleh ADD?
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Lampiran 3
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PEDOMAN WAWANCARA 11
(untuk masyarakat, BPD, LPMD)

Perencanaan ADD di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi

w0 DpE

Bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan ADD?
Bagaimana peran BPD dalam proses perencanaan ADD?
Bagaimana peran LPMD dalam proses perencanaan ADD?
Bagaimana menyangkut tentang PERMENDAGRI Nomor 37
Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan

implementasinya di Desa Tamansari?
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Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA
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Lampiran 5

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN KRAJAN
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Lampiran 6

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN SUMBERWATU
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Lampiran 7

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN KEBUNDADAP
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Lampiran 8

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN TANAH LOS
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Lampiran 9

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN JAMBU
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Lampiran 10

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN AMPELGADING
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Lampiran 11

DOKUMENTASI MUSDUS DI DUSUN BLIMBINGSARI
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Lampiran 12

¢

PERATURAN BOPATI BANYUWANGI

NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Teknis Dan Tata
Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

116
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2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa; (Lembaran Negara

2] Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa .

<] Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 14

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman
pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya;

2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Biaya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan;
d. Biaya Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan; dan
e. Biaya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat.

(3) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lapiran

Peraturan ini:

Pasal 16
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(1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat
(2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a. ADD vyang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh

perseratus);

b. ADD vyang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD vyang berjumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta

rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan

ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah

perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 17

(1) ADD vyang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan
desa paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD setelah
dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa yang diarahkan untuk menunjang:

a. Operasional Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan
Pemerintah Desa;
b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
(2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan
kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit

50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk

118
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biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

diarahkan untuk:
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Lampiran 13

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85
TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pembiayaan
dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan
dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Dan Tata
Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa; (Lembaran Negara Republik

Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1.Diantara ayat (2) dan ayat (3) ketentuan Pasal 17 disisipi satu ayat baru
yaitu ayat (2.a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa
paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD setelah
dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa yang diarahkan untuk menunjang:

a. Operasional  Pemerintah  Desa,  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-

kegiatan Pemerintah Desa;
b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

@ ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan
kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit
50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk
biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang

diarahkan untuk:

Perbaikan/pembangunan sarana  dan prasarana

Fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
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a. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya
yang dianggap penting;
b. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(2. a) Ketentuan penggunaan ADD sesuai bidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi desa yang
pada tahun anggaran berjalan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;

(3 Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat
dialokasikan melalui ADD adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipi satu Pasal baru yaitu Pasal 17 A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 A

Dalam hal bantuan keuangan ADD dipergunakan untuk pembiayaan
Pemilihan Kepala Desa, besaran alokasi anggaran pemilihan kepala desa
dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun

anggaran berjalan.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada
Tanggal 7 Agustus 2017
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BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada
Tanggal 7 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 195912271986031022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 39
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Lampiran 14

DAFTAR HADIR MUSREMBANGDES
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Lampiran 15
RPJM DESA TAMANSARI
RPJMDES-Desa Tamansari
— ~—Tahun 20162021
LAMPIRAN ! PERATURAN DESA TAMANSARI KEC. LICIN
NOMOR
TANGGAL $ Maret 2015

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPUMDESA)
DESA TAMANSARI KECAMATAN LICIN
TAHUN 2016-2021

e

1.1.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Desa Tamansarl merupakan salah satu Desa dari 8 (delapan) Desa yang

berada diwilayah Kecamatan Licin dan secara geografis Desa Tamansari merupakan
Desa dengan dataran tinggl yang berbentuk bukit dan dilewati banyak aliran
sungal {dilewat 21 anaka aliran sungai Jdengan ketinggian rata-rata £ 650 mdpl
dengan Keadaan suhu 26 °C, sedangkan curah hujan reta-rata berkisar 2000-2600
mm pertahun. Dengan demikian kondisi alam Desa Tamansari cukup subur
dengan sumber air melimpah dan secara topograft letaknya memang kurang
menguntungkan di bidang ckonomi dan bisnis, karena scbagian besar masyarakat
Desa Tamansari hanya di sektor pertanian yang menfadi tumpuan perekonomian,

Akan tetapi selain potensi pertanian, masih ada beberapa potensi lain
yang belum dapat digali secara optimal baik potensi sumber daya alam
maupun sumber daya manusia, dan inl merupakan permasalahan yang harus
disclesaikan.

Selanjutnya melalul penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) inl Pemerlméh Desa beserta lembaga-lembaga
desa. KPMD dan wakil-wakil dari masyarakat Jainnva bersama-sama menggali
gagasan tentang permasalahan, potensi dan penyelesaianya, schingga program
desa enam tahun kedepan dapat tercapai,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai
penjabaran visi.misl dan program desa yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM Daerah)., RPJM Desa antara
Iain berist lentang sumber daya yang diperlukan.keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana inl merupakan Indikasi yvang hendak
dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah

i 'ET‘EJ 1
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RPJMDES-Desa Tamansari

———————Pahun 2016-2021 —

pemanfaatan dan ~ Pembanguna Plengsengan badaan
pemeliharaan jalan jalan dusun Kebundadap
pemukiman ~ Pavingisasi jalan Dusun Kebundadap:
~ Pembangunan sodetan dusun
Kebundadap
~ Pembangunan Plengsengan penahan
badan jalan dusn Jambu
~ Pembangunan Plengsengan penahan
badan jalan dusun tanhlos
-~
NO JENIS KEGIATAN MASALAH
1. | Pembangunan.
pemanfaatan dan
pemeliharaan jalan |
emukiman L ]
NO JENIS KEGIATAN | MASALAH
2. | Pembangunan, I - Pembangunan Rehab saluran Air Bersih
pemanfaatan dan Dsn Blimbingsari
pemeliharaan sarana dan | - Pemberian  tambahan makanan dan
prasarana keschatan ’ vitamin bagt anak
' - Pemberian tambahn makanan bagl
balita disetiap posyandu
- Pemberlantambahan makanan disieiap
l keglatan taman posyandu
- - Pemberian tambahan makan kepada
| balita kegiatan PAUD
- Kurangnya sarana dan prasarana
I pembuangan sampah;
- Belum adanya penanganan sampah
= dengan teknologi tepat guna:

Masih adanya masyarakat yang belum
memahami pentingnya imunisas) bagi
balita mereka;

Pemberian tambahan makan kepada |
Lansia

Tidak meratanya aliran air perpipaan.
sehingga  perlu adanya penambaban
debit alr ‘
Kurangnya kesejahteraan kader |
Posyandu balita; ‘
Belum adanya Insentlf kepada kader |
lansia: ‘
RKurangnya —kualttas SDM  kader |

. Posvandu. sehingga perlu  adanya |

£ et 40
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RPJMDES Desa Tamansari

———Pahun-2016-2021

pelatihan kepada kader Posyandu,

3. | Pembangunan,

- Pemberian honorarium/insentif kepada

pemeliharaan sarana
rasarana ekonomi

&::::’u‘fa“m o dan | Kepala sekolah dan guru PAUD
- Kurangnya Insentif guru ngaji:
ﬁiﬁiﬁmem g Kurangnya insentif guru PAUD /TK
- Kurangnya sarana pendidikan TPQ
(misalnya Al-Qur'an, Iqra’, meja tulis dll)
- Pemberian sarana dan prasarana paud
- Belum adanya bangunan rumah pintar
di Desa Tamansari.
- Kurangnya sarana dan prasarana
perpustakaan Desa Tamansari
NO BIDANG MASALAH
4. | Pengembangan usaha - Kondisi bangunan pasar desa yang
ekonomi produktif serta kurang memadai:
pengembangan dan - Pengembangan BUMDES;
pemanfaatan dan

5. | Pelestarian lingkungan
hicup

- Pembanguna dan pelestarian
lingkunagn hidup(Reboisasi areal
sumber T2

- Belum adanya bangunan pot di tepi
trotoar untuk menambah penghijauan
tepi jalan:

- Kurangnya tanaman pelindung mata air;

- Kurangnya sarana dan prasarana
kebersihan lingkungan misalnya mesin
pemotong rumput.

4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO JENIS KEGIATAN

MASALAH

1 | Pembinaan lembaga
Kemasvarakatan

- Kurangnya kesejahteraan Ketua RT dan
RW di wilayah Desa Licin;

- Belum adanys scragam bagi Ketua RT
dan RW di wilavah Desa Licin
Kinerja pengurus LPMD yang kurang
maksimal:

= Belum adanya dana operasional bagi

Karang Tarun:

129
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RPJMDES-Desa Tamansari

—Pahun 20162021

2. | Penyelenggaraan

Kurangnya kesejahteraan Linmas;

ketentraman dan Kurangnya  kesadaran  masyarakat
ketertiban lentang kesadaran hukum:

NO JENIS KEGIATAN MASALAH

3. | Pembinaan kerukunan Kurangnva kesejahteraan mudin
umat beragama kematian;

Kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai bagi kelompok pengajtan:
sarana dan prasarana yang
memadal bagi kelompok rukun kifayah:
Kondisi mushalla banyak yang rusak:

4. | Pengadaan sarana dan
prasarana olah raga

Kurangnya sarana dan prasarana
kcg;alan olah raga diantaranya :
Kelompok sepak bola:

~ Kelompok bola volli;

~ Kelompok tenis meja;

» Kelompok pencak silat:

~» Kelompok bulu tangkis

2

5. | Pembinaan kesenian dan
sosial budaya masyarakat

Kurangnya sarana dan prasarana
kelompok kesenian yng ada di Desa
u«:ln diantaranya:

» Kelompok kesenian barong Dusun

Kebundadap;
» Kelompok kesenian jaranan Dusun
tanahlos

» Kelompok kesenian Kuntulan Dusun
krajan:

» Kelompok kesentanPencak sumping
Ds Tamansari

- Kelompok kesenian hadrah Dusun

Ampelgading, Biimbingsari dan Dsn
Tanahlos

4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO JENIS KEGIATAN }’

ARG

==

130

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RPJMDES-Desa Tamansari

o —Tahun2016-2021

1 | Pelatthan usaha ckonomi,
pertanian , perikanan dan

- Belum adanya peningkatan sumber
daya manusia khususnya perempuan

perdagangan vang memadal, sehingga dibutuhkan
adanya pelatthan-pelatthan misalnya
pelatihan pembuatan kue kering dan
kue basah, pelatthan membatik il

NO JENIS KEGIATAN MASALAH

Pelatihan usaha ekonomi, Belum adanya pelatthan di  bidang

pertanian , perikanan dan pertanian misalnya pelatihan

perdagangan peningkatan kualitas produksi

pertanian  dan  pengembangan  hadil
pertanian menjadi  produk  olahan
sehingga meningkatkan nilai jual.

2. | Pelatihan tepat guna

Kurangnva pengetahuan masyarakat
tentang teknologi lepat guna sehingga
diperlukan adanya kegiatan pelatthan
tcknologi tepal guna misalnya pelatthan
pembuatan pupuk organik, pengolahan |
biogas, pertanian sistem hidroponik dll.

4. | Pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan bagi Kepala
Desa. Perangkal Desa dan
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)

Pemerintahan Desa tentang peraturan

Kurangnya pengetahuan aparat

perundang-undangan schingga diperlukan
pelatihan dan penyuluhan bagl Kepala
Desa. Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

4. | Peningkatan kapasitas
masyarakat

- Kinerja KPMD kurang maksimal,
sehingga diperlukan pembinaan dan
pcnbgkaum kesejahteraan kepada
KPMD;

- Kurangnya pengembangan usaha
ekonomi produktif;

- Kurangnya sarana dan prasarana dan
Juga modal dari masyarakat miskin
yvang memilikl usaha, sehingga
dibutuhkan bantuan peningkatan
usaha produksi keluarga misking

- Kurangnya dana operasional bagi TP-
PKK Desa Tamansari;

- Kurangnya sarana dan prasarana untuk
meningkatkan produksi pertanian
kelompok tani ciantaranya :
~ Mesin hand traktor;

* % Mesin pemancn padi;
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RPJMDES-Desa Tamansari
e —Pahun20162021—

7 Mesin cultivator
# Mesin penanam padi

- Belum adanya pelatihan peningkatan
sumber dava manusia bagi para
pengrajin supaya dapat meningkatan
dan mengembangkan produk kerajinan
mereka.

NO JENIS KEGIATAN MASALAH

Peningkatan Kapasitas - Kurangnya peningkatan sumber daya

masyarakal manusia Khususnya anggota Linmas,
sehingga dibutuhkan pelatihan kepada
anggota Linmas

- Belum adanya peningkatan sumber
daya manusia khusunya pemuda di
bidang keterampilan dan pariwisata.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA,
DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

et =l L

5.1 VISI MISI

5.1.1 visI >

Aparatur Desa Tamansarl dan masyarakal sepakat bahwa visl
adalah gambaran vmum darl kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh
Desa Tamansari dimasa yang akan datang yang dicapai bersama-sama
dengan partisipasi masyarakat untuk jangka wakiu tertentu.

Jangka waktu sebagaimana di maksud scsuai dengan Peraturan
Menteri Dalagn Negeri Nomor 114 Tuhun 2014 tentang Pembangunan
Desa yaitu 6 (enam) tahun jangka waktu dimaksud bagi Desa Tamansari
‘adalah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021,
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Lampiran 16

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA ADD

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD)

TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN LICIN

DESA TAMANSARI
Halaman : 1
|
KODE REKENING Uraian Jumiah Ket
1 = 2 3 %
A PINDAPATAN DESA
2 | Pendapatan Tranfer 1.055.021.000.00 ‘
12,4 Mot Dana Desa Pemenensh Kasusalen
120401 Ao ) Gar APED
taoe0000 Axras Durta Duns (A00) da APBD Kt peten 1054023 000 00
Tt Alkan Dane Dess 1 1551021 000 00
JUMLAM PENDAPATAN DESA 1065.021.000,00
i BELANIA DESA
21 l Panyetenggaraan Femerintanan 542.511.600.00
21;m, F Tetap can dan 162.400.000,00
21.01.01 Panghasidin Totap 114.200,000,00
2100011 Betanja Pagamal 318.200.000,00
2100110 Penghanian Tetnp Kepata Dosa do Paranghat Doss
2100 e Fangnasian Tetap Keoaa Desa dan Perangkat Dess
219101 101,01 01 Ferghasion Tetap Kepaia Dess 42.000,000,00
" Penganskin telag Kepata Desa Qmmn
2101011010103 Peoghasian Telap Kepaln Urusen 123.000,000 00
Penghastan wtap Kapsis urusan Umum 24800 000 09
tap Kepats Uninan g 24 500 000 00
- Penghasian tetap Kepata Urusan Pembanguaan 24 800 003 00
telng Kepale Urusan K 24000 000 03
Tetae Kepala | 24 600 000 03
210100 1010108 Pargrasian Tetep Kepsis Dusun 151.200.000 00
Prrnghmien betap kaguals thavan Tanshios 21 60000009
hapais dosin 21.600.000.00
wetag kapaka 0. 2) 500 000 09
PaTrghis tan 1190 Lopaka dusun Kiagn 21 000 003,00
Pangt i apala 21000 009 03 |
knpats B 3 . 21,600 003 03
it smb. 21 500,000 08
{2smm dan atsu y 26.200,000,00
12101001 Belanja Pegawai £6.200.000,00
210110 Turjanpan Ketun dim Anggots B70
21010210301 1 izngan Ketun ca= Anpgata BPD
faotmimoim Tutpangan Ketyas BP0 7.800.000 00
Tuangan Pengrasian Ketus BRD 7800 003 03
210100 103 0% (2 Turjanpan Anggota BPD 38 400000 00
Tunpngan Pengrasian anggeta SF0 #1400 003,09
2102 Operasional Perkantoran $8.310,090,00
21020 Pomyedinan At Tulia Kansor 10.910.000,00
2102013 Halanja Barangllens 1091000000
[ 21020120 Detorya Barang Hokis Pk
2102002010 Bean Bxang Hadls P
{ 21020120 0 00 Baarga alst uk hantoe £915,000,00
Lo fertun 192 000.09
Patpant 152 003,02
300y Jad Hitam 5 om w003 03
Fartsa Foto 220 003 0%
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KODE REKENING

2102082019104

210208
2102082
210208202
210208 2020)
21020820207 13

10208200 M
2102082000340

e
FARFALE
210211207
21021120709
21022070002

102
21021022
0212200
210217380
02122000002

2108

210808
f2100082

2108200

2103052060

2105052080408

100
a08m 2
21030720
BB
21002000

210826

Uralan

Bewsja Jasa Karor
Bewarja just hitecs han

 mary s namecran
Peligas patnyaran (1)
Bearjs jasa tenaga T
Jise Cperator Smart harroung

s

Belanja Baranglsea
Befania Makanan oan Misuman
‘Beanje Makanan san Minuman
‘Beians Makanan dan MibUman RO

o Kot

Naw Kctah

Rapet-rap Tuar davesh
Bolan;a BarangiJass
Bearja Pedaanan Dinas

Berwsjn Perjwenn Onas -
Deravjn Perjslaran Dinas usr chersh

Study Tiru ke Keta Yogymtarta

Stuty Thu Ke Kota Makarg

Pongadas pakalan Mhusus han-hari tertenty
Delsra Barangllaza

Bearja Pakaan

Bearja Pakaian

Bewsja Pabaien dohirags

Fakaian clah rage

Foryodiaan Jasa Rmnan kecenatan Aparine Fomenntatan Deea
Belana Barangllasa

Decncin Prori Avacanial
! Becarys Pros Aseann
Boanja Prems Aseans! Kegora Deca :
8PS Kosohaton Kasun (4 org « 1200 )

DEUS Knawtaatin Kaur | Joog « 13 b )

BPJS Kesetaton Kepals Desn
Pengadann partanghepan bantse

Halaman 2

Jumlah Kot

3.600.000,00
HE0EOLO |
B400 00000 |
420 200 00

6 000 000 00
B000200 L0 |

400 00 00
7 520,000 00
820 000 00

16.000.000.00

15.009.900.00 |
000 con o0 |
12000000 00
4434120000
4000.000.00
400000000 |

4000000 00

4.000 000 04
S44.00000
£ 4463 000,00

S 448,000 00
o008
140 00107
1250 009 03

WA M0
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Ha@man 3
KODE REKENING Uratan Jumiah Kot
1 2 3 a
AT | Gvenjamedal 28.393.500.00
i10a%3m Eelanp Mol pengazaan sorpicer
21002030801 Belarija Mool ceng ncamn b=
2003363080102 Bataryn Model pengmsne: Loy FC 17 000 000 00
Kamgutee M 'n Ome 11.000.€00 00
2100.26.3.08.01.04 ‘Belanp Moaal pergosoan primer 2 7ecoaca
Pangadasn Prote 2700 000 00
2103313 Batars Modal prrgicn ) ww-es oo
21032031300 Uatan Mol 3 P —
2103263120101 Betanjs Mokl gergazomn bamar £ 5000000
Pengadasn CCTV <50 (0100
{zmuuvsmu Belanjs woeiess 1.500.000.00
Pengacasn Missfon Asres 1 800 008 o2
inmanl L
| 2re3amasna Bty Madal pergacant aut
| 2903263150107 Betanjs Modal sengasom metemn i1 1632 K0 00
At ubur meterzn Sorang 189 20301
2180 PemeInaraan T bekals Secung kanter 80203000
EALY ) Metan|s Bacangliass 4300.000,60
210028 202 Beixjs Jaza Kanlor |
29032820201 ‘Balanys Jaza Kantor
2100282020108 Batangs ki 450000000
Pt yarin pan Lishin saedic Sexa 400008009
100 Pamuiisars an rutnd terhaln Sandasan dinesl opsexsionst 1.200.000,00
21mm2 Gotanja Garangiass 1.200.000,00
E103.29204 Belanja Pometharaan
27032920401 | Belanja Pemeiacass
2103292040117 Bl P 4200 000,00
Gerve Sepocs Mokr (nar 1206 08080
180 PameiBaraan rusn/ hierkata persutian San perienctapen kamor 500.000,00 |
21002 Betanja Barangliasa %00.003,09 |
F10038204 Belanje Pemeirarsas |
21003520401 Belanja Pemetnaraos e \
2103382040112 Belanjs Pametfanasn nwaiu o puti 200 000 00
Secrn KOy 250300 00
2104 Operasional BPD 23.492.000,00
21040 Operasionat BPD 73.4%2005.00
2104002 Setinja Barsngliass » 30792 608,00
zr040200 Beliija Bararg Hibis P s
21040120101 Peiwnjs Barung Heba Farm
2104012010100 Belanjs nt ks kartor 283200000
Sipkes 140 000 00
Pengparis. 220 o0 0
Penas 36 000
Buks npands B0 |
Flosas T30 008 00
Batom a8 0m
Mot HUS Mg 750 000 0g)
s Foko bargars . 180 00200
Tirgs Prnter o 009 )
Coructon Pén ™o m
Lwen Kattus 0 000 0
21042120101 0¢ Belmja perangha metra. dn Senta (s iinye . 126 000 00
Masami €020 000 o0
Matara) 3000 %0 000 0
21101207 Beanp Naansn dan Ve oon :

2104.01207.01
.

Selanja Makanan dan Ve wn
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~
Halaman 4 lid
KODE REKENING Uralan Juminh Ket 1
|
. 1 g 3 - |
2104012070102 Seiangs Wabaran can Miseman (apat OO
o Kartan * 82 00000 |
Nas hotian 7 160 000 00 |
210400208 Geans “aeaan
21040120801 Seanja Saaan
2104012080101 Detders Fanaun dnas 4 500 000 00
| Pengadnm Sewgem bere BPD ! 2€0300040 |
214002090 Seiongs Fenwaran Dnas
21040120000 Seana Fenaman Dnaw
2104012090101 Seanja Peqaaan Dnns Salam doersh 200000020 |
Perpsanan Dinas dolorm deenh Katuoaten 20000008 |
210man Dearys Honorarun
214 manon l Dearyn Honorarsm |
[210em2 0002 Wororarm oo PNS, TN dan BCILAE £400.000,00 | |
| Honer Saang Kewa BFD 120000606 | |
\ Haner Seang Angasta {8 09 €12 ) rmm} ‘
2104018 Bulas Modal 2700003,00
1 210401308 Dewrgn Mt pngastaden borrmater | ‘
| 2154ma00t ey Modes pagadean kompiter
' 2104013080104 Beari Meao pengadzan st 2,700 002,00 ‘
Pangasaan pmer 170000080
2107 Padutaan Coss 00009,09 | ‘
210701 Pendetaan Dase 400.009,00 |
| 2101002 atamia Barangilasa ’ 400.003,00 |
210701206 Doy Cotak dan Panggandasn
21070120600 Bearia Ceuk dio Penggaodas)
21070120861 61 Twwryn Coteb 0050000
T O rod l 400 200 00
2100 L 4.590.000,00
210801 desa 9.640.000,00 |
2108013 Befanis Barangilasa 9.590.000,00
| 210901208 #eana Couk dan Penzgandoan
L 210901 20801 By Coth dan Pengg e e
[ 2109012080100 Beargn Cotab 140.000.00
| Cetis Baromr 180 000 00
[ 210001207 093 Makanan don Mirumsn
| 2100012070 Heans Makanan dan Minuman
2108013070502 e M dan Miewrmoan ngal - . #500,000.00
Nos votsh 1 730000 09
K watan 7000000 00
[ 400000309 '
Kue <onak TEO.000.08
21000121t Towrys Honoram
fz1000121100 Bea Honsranam
2109012110901 Honoronum BNS TN 23 POLAY 900.000,00
o T 900.008.0% |
l 2110 Pengeitam nformasi dean 2400008080
219001 Pangeiasn informani desn 2400000059
2180012 Belons Swonpliasa . 24.000.000,00
EARL L FE) Baang Lata Kamor
21100120200 O ia lww Katicx 1
2110012620104 Tlewanie ss habarmaainh 24,000 000,00
Fermzonxan it metmet kemee Dosa . 3400004030
EXETY sarsas dan xantor cesa 14.200.000,09
Catem - gunan carans dan p Aanter dens 14000.000,00
l 2154013 Betan]s Modal 14.200.000.00

| 21101379 eiar s M) cergfann pSsghapan 3603 Kanir | ‘
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KODE REKENING

1
EARIL IR T 1}

Ftuotazamn

it

irtyam
138003
F12a0 207
EAFLE-FE ]
Jiao ot

242401208
[ 21240420201
2132a002080108

2127
21270
3127014
(2ot a0
2127002 0 0
jzrzionzono e

213701201 0108

EARL- AL
TN m
TN IN02

3

2201

2.201.06
2201063
22006322
220108332
2201063220108

220113
2201133
220113334
2201133400
23 1340

210

a0t

309013
sR30t01287

P/ mgorer

230013070 02

PR LR R
3gTmanec

230t o

2am
an

Uraian

2

| B Mo pengacang permigha pan gedung Lamar

Belare Modal pengadaan bakircop

Pomoionagn waSaper [UANG SCkreanat karadr 0esa
wrin Mol Qusar P )

Penyeirnggaraan Peingatan Hael Beear Masicoal @&an Neagamasa

Belanja Tarangllasa
| ‘Belanjs Makansn dan Miusan

Panyoknggaraan Pembentukan BP0

Betanja Barangllass

Baburrje Makanan than Minuen

Patays Makansn den Mouan

Belanja Maxanan on Mnuman rapat

- ¢ {5005 )

Nasi Kotak Gosun £ 35 e4g x T dsn )
Belanys Makanen dan Minumen las
| e gt urau penepan o ks Sesa

R

Beisnjs Honorum
Hononmaum No PNS. TNI can POLRI

Hono! Pantia | 7 0« £ 81 )
inmmh

Pambongunan plengsengen
Belan|a Modst

Krajan 310¢ Awi?

Belanjs Bacanghlata
Hearg Makanan dor Mouman
Hesargn Makinan dan Menmnan
Zoanm Mataran dan Mirvman rags!

Kue Morak | 30 kotak « 2 akT)

P Koteh {30 ttah 3 2 bt )
Doays Monsranam

Soangs Honorammam .
Honocalum PNS,TNI gan FOLA)

Marssummter (2orgx2sd)

bags RTEW, LPMD. PYK, Karang Tamna )

Vembinsan Mmbags hemasyarakatan (H1AW. LPWMD PaK, Karang Teruna)

Halaman &

14.000.000.00
14 000 000 00
4.000.000.00
4 020 c00 00
4020 20000

150,006 00

3250.00000 |
2250000 03
758780000
768180000
788750000

16250050
o4 con.08
4797 L0303
375.000,00
ATS 003 00 |

44000 000 L0
400000208 |
83.900.020,00

1300,03020
350000080
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KODE REKENING i

230202
iE020131¢
23020121107
2302012100102

2308

230001
2200012
2300002 14
x_au 012740
2300012140102

2

240,

240101
2401002
40101212
24010921201
| 2401012120109

2402

402m
M0zN2
0201300
24020120809
2402012000410

a070138
2402002000
240201200004

240201207
24020120701
2402012070802

24020121t
pAanIN,
Moo

2408
240800
‘2408082
240808202
2ats 0820208
2406.02.2020109

1400082020010
2406022020113
Tace 02020130

Fa06022020149

Uraian
2
Belanja Barangilass
Betar o Honcrarues
Belartjs Honcearnim
Hororarsm Hom PRS. TNI can POLSI
Ketua AW 1€ 0mg x 1280 )
Ketus AT (53 ape 12)
. & ey

Solan|a Barangiiaes

Betanja Barang Yang Akan Diserankan 4 nsads Uiasy

mng Yang Akan O oo

Belsnjs Barmeg Yang Aksn .

Buntian D e padi neicmpet Tem

Eelana Penziaican

pembayarEn vy ¢ 2 oreng )

Belanjs Barang Habes Pakai
Belenja bakho, banner

panner patsthin sermeaa
Balarijp Mavleca
Belanjs Matera
Belanjs banan st praviex

Aot 33 Dahas PGk MEmbats. =
Eatan)s Mabanan dan Minunae
Balarjs Mstann dw Minurms
Tntanjs Makanan dan Minuman st

Kug Kouak ( }0 g x 51 )

Mt botak { {10 cep x 8w )

Batanye Honceariom -~
Balanjs Hencraram
Haonoranum Nor PG, TNI o S0081

Honor Astien Narasarmess | 1 rg « 3 fr/

Nhenoe Narasurrbes ( Jog ¥ 5 09]

Hener pesertn petathan | 10 og» v )
VR e
mn“_un INVestasVproows unggulan desa
Belanja Barangliass
Doy Juna Komior
EoRng dosumenatl

Dokarmeatas
Tutacys jwon heamane

Jnsn Memmenon (4 Geg 2358 s |
2001|020 kebersnan

st Kebarshan hagangsa ( 15 1 4 4
B (e P e A e s el S A

Pembustan Banrer begetan
Ferih [0n penabun alet rmust

Halaman &

#0400 000,00

5400 000U
18 100 000 00
3 600 000 0

10,080 200,00

12000200 CO

18,080 200 00

10 000 &e0 ou
10000 coa o |
35561009000
37.600.000 00
3760003000
37.800.000,00

a w;cum

I %00 003 03
13 100.000 00
12 100 020 CO

000 C0
100 004 08

4000 000 00
4000 000 03

125000000
574 003 03
o4 003 02

© 150000 C¢
\ T ooz o
2o00 00203 |
250W0
6891002000
$5.910.080,00
65910000 80

000 09000
4 00 003 0
1300 000 00
200 (o0 a8
300000
X0 00000
€008 D20 0Q
40¢20ra3
38000600
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KODE REKENING | Uralan
S— | —
1 2
" Penanen oo misix Panca sumpng
| Penaoun sl muts Senara Tan
| 24080020201 &1 | B s Diang
| Dalang Sencn fan
| 240508203 Seana Mueny
24080820801 Babng Maxens
Za0808 20301 08 Batan Satan logala
Aksenorns kerapsn Awnbing
Tot rafis \agetan bl kambing
Tal b opatan 300p KaTReg
Sesed BambU dejiatan b LaTeng
24080820301 15 it Sonan bassen
Hatiah segetan jian swsat
240608206 [ Grow apar Kamor
24030820801 Beiana Tewa Qe Kanvor
2405082080112 Belann Eeng pabaen adUN sy
Sews pakan L3 rostr tn
24080820001 13 Matans Sena wound satem
Sewnsourd stem dan tends
2405022060118 | Belana Sewa perag san senl
Sews Lot Mk Snara tan
240808200 Bakanys natan das Mrnaman
24050820700 Debarn Miscaran das Mvaman
2405082070000 Balona Masanan 9an Mavamen tms
Fengacan Al Mnum Meecal
s gy
240800200 Berlarin Pak o
24050820000 Bakyrn Vninar
24.06.08.200.01 06 Batna Fatzan carrasge
Seagan Panea
240508241 Betana Foociarem
24050821101 Bebina roncrsm e
24080821100 @ Mencemeasm Men PNS, THI din POLR
Sarmunn kapada Ank Yaim
Honw Jun Kamovst
HoNO! peman pencak sumpng
Moo panida maab » -
Mo panale bl
Hono: panan yendie tan
S0 RIS biokos il
240001 » £26313 630 Or3SArANA penaukng usiha bagl Kluaa miekin
2408022 Betanjs Ravang ans
240302294 Betang Daarg Veng Akan P
2402240 Bebina Gamng Yoeg. Kapadn
2409.022140100 | Malara Barirg Ying Avan Disersntan Kepada Masyirsal
i B g g0 RO j
2409.08 P W Aumah Layak Mook
2400082 ‘anﬁm .
uw.m | Walna varensw
24.08.06 20001 | Bewna vaeia
24030620001 01 Etors o Tt Bk banGUNAN '
| Pt rma ek s ROMI D 10201

Pt 'gunan roman Layak nuni a1as Nama MUINAR { sim Domir jden Kecuncasan
& a0t
e asaguman rom s yak funl 3las nama SUVARND Den Tanatics BT 01a!

P gt ) Uk Tani ata nera et (AT Sanead) D Kebondeds )

Halaman - 7

3950000 00
20000502

0 00303
707M009.0°
000 00808
11200.000,00
#1008 000 86
2200 000,00

5,400 002,00
2600 500,00
28020000

4750 000 00
2750.000.00

#4620 toa 00
0 coa 0
00,000 00

1 %0 £03 00

1720 002 30

3000 003 00

242 020.200.00
109,030 990,00
102 020800 00

200 000 000,00
160500 099,00

142 020.800 40
149.000.990.00

140 000 050.00
10200 020,00

10 002 090,00
000303000
000302090
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